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 Abstract 

In this study, the author aims to find legal clarity regarding legal protection for female workers who 
work at night in nightclubs. This study uses empirical research methods, namely research conducted 
by going directly to the research location and conducting observations, documentation and interviews. 
This research was conducted by analyzing the legal principles, theories and concepts as well as the 
statutory provisions related to case studies regarding the consequences of women working at night. 
The problem in this study is that there are still many women who work at night who have not received 
guaranteed protection from the workplace. The researcher uses a concept that has been designed in 
such a way as to find legal clarity regarding legal protection for women who work at night, in which 
case the rights of these women workers have not been fulfilled and the obligations of the entrepreneur 
are not carried out properly and correctly.  
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Abstrak 

Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menemukan kejelasan hukum tentang perlindungan 
hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja malam hari di tempat hiburan malam. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke 
lokasi penelitian dan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan 
dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan studi kasus tentang konsekuensi yang didapat dari 
wanita yang bekerja malam hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya wanita 
yang bekerja malam hari yang belum mendapat jaminan perlindungan dari tempat kerja. Peneliti 
menggunakan konsep yang telah dirancang dengan sedemikian rupa untuk menemukan kejelasan 
hukum tentang perlindungan hukum bagi wanita yang bekerja malam hari, dimana dalam hal ini hak-
hak yang dimiliki oleh pekerja wanita tersebut belum terpenuhi serta kewajiban pengusaha tidak 
dilaksanakan dengan baik dan benar  
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita  

 

PENDAHULUAN  

Keadilan merupakan suatu nilail moral yangl dijunjung di Indonesial dengan pancasilal 

dan Undang-Undang Dasar sebagail landasannya. Nilai morall keadilan juga merupakanl cita-

cital suatu bangsa danl negara yang mana didalamnyal terdapat berbagail kepentingan daril 

setiap lgolongan. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaanl hak asasil manusia semakinl 

berkembang dan terus meningkat. lNamun, di sisi lain perlakuanl negatif seperti adanya 

diskriminasil terhadap rasl dan jenis kelamin, kemudian perbedaanl pemberian lhak-hak 

antara pria danl wanita masih sering lterjadi, terutama dil dunia ketenagakerjaan. 
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Perkembanganl dunia tenaga kerjal memiliki peran yang pentingl sebagai sumberl daya. Olehl 

karena itu diperlukan pembangunanl sumberdaya tenaga kerjal untuk menyediakan 

lapanganl kerja sehinggal dapat memperolehl pekerjaan dan mendapat kehidupanl yang 

layakl bagi kemanusiaanl sesuai denganl Pasal 27l Ayat 2l Undang-Undangl Dasar l1945, serta 

untuk meningkatkan kualitasl dan peranl tenaga lkerja.  

Dalam dunia bisnis pada saat ini pengusaha banyak berhadapan dengan persaingan 

yang makin ketat seiring dengan proses era globalisasi. Hal ini tentu saja akan menjadi 

tantangan dan hambatan bagi dunia bisnis yang dituntut tidak hanya untuk dapat tetap 

bertahan tetapi juga dapat berkembang. Oleh karena, itu seluruh elemen organisasi 

perusahaan tersebut harus benar-benar unggul dan dapat diandalkan. Salah satunya harus 

didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas agar tercipta efektivitas 

dan efisiensi dalam organisasi. Untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas bukanlah pekerjaan yang mudah karena berkaitan dengan unsur manusia yang 

jauh berbeda sifatnya dengan sumber daya lainnya. (Zaeni Asyhadie, 2015) 

Hukuml ketenagakerjaan diaturl pada lUndang-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 

Tentangl Ketenagakerjaan memilikil dua aspekl hukum, yaitul aspek hukuml publik yangl 

dapat dilihatl dengan adanyal intervensi pemerintahl dan aspekl hukum privatl yang 

ditunjukkanl dengan adanyal kebebasan daril para pihakl yang adal di dalaml perusahaan 

untukl membuat suatul perjanjian ataupunl peraturan lkerja. Pelaksanaan hubunganl antara 

pekerjal dengan suatul perusahaan takl hanya berlandaskanl pada lundang-undang, namunl 

di sisil lain pekerjal juga terikatl dengan peraturanl perusahaan yangl menaungi laturan-

aturan yangl ada dil dalam perusahaanl tersebut. Peraturanl perusahaan merupakanl 

peraturan yangl dibuat secaral sepihak olehl perusahaan. Sedangkanl perjanjian kerjal 

merupakan perjanjianl yang dibuat secara lbersama-sama antaral 2 (dual) pihak, yaitul 

pengusaha danl serikat pekerjal secara langsungl maupun tulisanl untuk waktul tertentu 

maupunl waktu tidakl tertentu. Memuatl persyaratan lpekerjaan, hak-lhak, serta kewajibanl 

pekerja danl perusahaan. Perjanjian kerjal dibuat denganl melandasi adanyal hubungan kerjal 

sesuai denganl ketentuan Pasall 1 Ayatl (15) lUndang-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 

tentangl Ketenagakerjaan yangl berbunyi: “Hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dan pekera/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan 

upah dan perintah.” lUndang-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 Tentangl Ketenagakerjaan 
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telahl mengakomodir ketentuanl Pasal 27l Ayat (l2) Undang-Undangl Dasar 1945l dan Pasal 

l49 lUndang-Undang Nomorl 39 Tahunl 1999 Tentangl Hak Asasil Manusia sebagaimanal 

diatur dalaml Pasal l5 yang merumuskanl bahwa setiapl tenaga kerjal memiliki kesempatanl 

yang samal tanpa diskriminasil untuk memperolehl pekerjaan. 

Dunia pekerjaan tidak selamanya didominasi oleh kaum laki-laki saja. Saat ini kaum 

wanita telah cukup mampu bersaing untuk menciptakan kualitas kerja di segala bidang. Era 

modern telah mampu memaksa setiap manusia untuk berkembang, tak terkecuali kepada 

kaum wanita. Apabilal membahas secaral umum mengenail hak-hakl yang diperolehl oleh 

tenagal kerja lwanita, makal terdapatl beberapa Pasall dil dalaml Undang-Undangl Dasarl 

1945l yang dapatl dijadikanl acuanl utama, yaknil Pasall 27l Ayat 1l Pasall 27l Ayat 2l danl 

Pasall 28D Ayatl 2l lUndang-Undang Dasarl l1945. Salahl satu hakekatl Pasall 27l adalah 

persamaanl ataul kesetaraanl diantara wargal negaral danl Pasal 28Dl Ayatl (2) menyatakanl 

bahwal setiapl orang berhakl untukl bekerjal serta mendapatkanl imbalanl danl perlakuan 

yangl adill danl layak dalaml hubunganl lkerja. (Lalu Husni, 2014) 

Daril kedua pasall tersebut dengan jelasl dapat dijelaskan bahwal hak untukl 

pemenuhan, mendapatkan pekerjaanl dan kehidupan secara layak terhadapl keperluan dasar 

sudahl dijamin olehl aturan negara. lArtinya, sebuah negaral hukum akan memberi garansi 

atau jaminan tidakl terjadinya sebuahl tindakan ataul perbuatan yangl diskriminatif. lJadi, 

diantara pekerja prial dan lwanita. Memiliki kesempatanl yang samal dalam berbagail sudut 

pandang bidang lkehidupan. Seperti yangl telah diketahui bahwa nilail yang dimaksud dari 

HAMl bersifat lumum, artinya itu berlakul di Indonesial yang mana contohnya yaitu 

pemberian penghormatanl pada nilail kemanusiaan dalaml arti berbagail tindakan yangl 

berseberangan dengan nilail yang tidakl diperbolehkan.  

Pekerja wanita yang berusia kurangl dari delapanl belas tahunl dilarang diberi 

perkerjakan antaral pukul l23.00 malam sampail dengan pukull 07.00l pagi. Kemudian, 

pengusaha atau bos dilarangl memperkerjakan pekerjal wanita yangl sedang lhamil, yang 

menurutl keteranganl dokter bisa berbahayal bagil kesehatanl dan keselamatanl 

kandungannyal maupunl dirinya apabilal masih memilih bekerja diantara pukull 23.00l malam 

sampai denganl pukul l07.00 lpagi.  

Namun, dalam fakta yang terjadi di lapangan, masihl saja adal kantor yang beluml 

memenuhi secaral penuh maupun secara sebagianl hak yangl seharusnya diterimal oleh 
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pekerjal wanita. Permasalahanl yang mungkinl terjadi yaitul seringkali pekerjal wanita 

memilikil tekanan di sekitar tempat kerjanya, sepertil jam kerjal yang terlalu lpanjang, 

kemudian perjalanan yangl jauh danl beban pekerjaanl yang berat. Selain itul tekanan dalaml 

keluarga yangl mempengaruhi lpekerjaan, misalnya kehadiranl anak yangl masih lkecil, 

kemudian lemahnya dukunganl dari keluargal serta konflikl keluarga. Peranl kepada wanita 

yang dimaksudl adalah peranl seorang perempuanl sebagai istril bagi lsuaminya, ibu. Bagi 

anak-lanaknya, dan peranl sebagai perempuanl yang memilikil karier diluarl rumah. Pekerjal 

wanita menjadil memiliki dua peranl yaitu lsebagai istri danl ibu sertal pencari lnafkah.  

Adapunl beberapa hakl pekerja wanital yang beluml terpenuhi seluruhl atau sebagianl 

secara umuml adalah adanya perusahaan yang belum memberikan fasilitas kendaraanl antar 

jemputl terhadap pekerja wanital yang telah memenuhi waktu bekerjal lebih daril 8 (delapanl) 

jam dalaml sehari, kemudian masih ada perusahaanl yang tidak memberikanl fasilitas 

makanan danl minuman yangl bergizi lsekurang-kurangnya seribul empat ratusl kalori padal 

pekerja wanital yang bekerjal hingga malaml hari, dan juga perusahaanl tidak memberikanl 

hak cutil haid melainkanl hanya menyediakanl ruangan khususl untuk pekerjal wanita yangl 

merasakan sakitl pada masal haidnya, lalu masih ada juga perusahaan yang hanya 

memberikan hak cuti hamil/ melahirkan selama satu bulan sebelum saatnya melahirkan dan 

satu bulan sesudah melahirkan, dan yang terakhir, ada perusahaan yang hanyal memberikan 

upahl cuti satul bulan sajal kepada pekerjal wanita yangl mengajukan hakl cuti lhamil/ 

melahirkan.  

Tenagal kerja wanital merupakan bagianl dari tenagal kerja yangl telah melakukanl 

kegiatan kerja baikl untuk diril sendiri maupunl bekerja dibawahl pemberi perintahl (dalam 

hall ini pengusahal atau lbadan-badan hukuml lainnya) karena tenagal kerja merupakanl pihak 

yangl “diangap” lemah daril majikannya dan atasannyal yang kedudukannyal lebih lkuat, 

maka mereka perlul mendapatkan perlindunganl atas lhak-haknya. Tingginya kebutuhanl 

yang semakinl meningkat danl keinginan untukl mengembangkan diri merupakanl beberapa 

alasan mengapal wanita-wanital itu inginl bekerja. Fakta inil cukup memberikan gambaranl 

nyata bahwa apapunl alasanya wanital ingin lbekerja, tetap sajal tidak dapatl dipungkiri 

bahwa pekerjaanl akan memberikanl pengaruh yang besar kepadal semua pihakl secara 

langsungl maupun tidakl langsung. Padal fakta yang terjadi sekarang inil banyak tenagal kerja 
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wanital yang dipekerjakanl pada malam lhari, seperti yang terjadi padal perusahaan hiburan 

malam atau tempat karaoke, hotel dan lain sebagainya. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008) 

Penggunaanl tenaga kerjal di malam hari sejatinya tidakl boleh bertentanganl dengan 

ketentuanl undang-undang yang lmengaturnya. Demikian jugal sepanjang adal perizinan 

yangl berlaku daril kepala direktoratl pembinaan lnorma-norma perlindunganl dari 

departemen tenaga kerjal yang diberikan kepada perusahaanl tersebut selamal waktu yangl 

ditetapkan dan denganl syaratsyarat yang mempekerjakanl tenaga kerjal wanita. Menurutl 

Pasal 76l ayat (3) sampail dengan ayatl (4) lUndang-Undang lNo. 13 tahunl 2003 Tentangl 

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pengusahal yang mempekerjakan tenagal kerja wanital 

antara pukull 23;00l WIB sampail dengan pukull 07:00l WIB wajib memberikanl makanan danl 

minuman bergizil dan menjagal kesusilaan danl keamanan selamal ditempat lkerja, dan 

pengusahal wajib menyediakanl fasilitas antarl jemput bagil karyawan wanital yang 

berangkatl pulang danl pulang bekerjal pukul l23:00 WIBl – 05:00 lWIB. 

Selainl itu perusahaan juga wajib memberikanl atau mengadakanl sistem penggantian 

jaml kerja bagil pegawai minimal seminggul sekali. Pihakl perusahaan tidakl diperkenankan 

melakukan diskriminasi upahl antara pekerjal laki-lakil dan pekerjal wanita yangl sama 

lnilainya. Pihak perusahaanl yang memberikanl jamsostek danl uang cutil hamil itul semua 

merupakanl bentuk perlindungan dan isyaratl seperti yang diamanatkan dalaml undang-

undangl ketenagakerjaan. 

 

METODE PENELITIAN 

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan 

dan menganalisis bahan hukum. Penulisa yang baik dan benar, harus menggunakan metode 

penelitian hukum yang sudah diakui oleh ahli hukum”. Jenisl penelitianl yangl digunakan 

dalaml penelitianl inil adalah penelitianl hukuml empiris (empirical legall research), yaknil 

penelitianl hukuml untuk menemukanl aturanl lhukum, prinsip-prinsipl lhukum, maupunl 

doktrin-doktrinl hukuml gunal menjawab isul hukuml yangl dihadapi. Penelitianl hukuml 

empiris dilakukanl untuk mencaril pemecahanl masalahl atas isul hukuml (legall issue) yang 

lada.  

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan 

fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari 
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wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian 

empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa 

peninggalan fisik maupun arsip.  

Untuk memecahkanl suatu isul hukum melaluil penelitian hokum perlu melakukan 

pendekatanl tertentu sebagail dasar menyusunl dasar dan argument yang baik. Dalaml 

penelitian inil digunakan dua lpendekatan, yaitu pendekatanl perundang-undanganl (statute 

aprroach), danl pendekatan konseptual (conceptuall aprroach).  

a. Pendekatanl.Perundang-undanganl (statute aprroach)  

Metodel pendekatan lperundang-undangan (statutel aprroach) ini dilakukanl dengan 

menelaahl semua lundang-undang danl regulasi yangl berkaitan ataul bersangkut pautl 

dengan isul hukum yangl sedang diteliti. Hasill tersebut merupakanl suatu argument 

untukl memecahkan isul hukum yangl sedang ldihadapi. Pendekatan lundang-undang 

digunakanl untuk lmencari, mengetahui ratiol legis danl dasar ontologisl lahirnya 

lundang-undang.  

b. Pendekatanl.Konsep (conceptuall aprroach)  

Pendekatanl konseptual (conceptuall aprroach) dalam penelitianl ini yaitul dengan caral 

mempelajari berbagail pandangan danl doktrin ahlil dalam ilmul hukum ataul menelaah 

konsepl pemikiran yangl berkembang dil dalam ldoktrin-doktrin disiplinl ilmu lhukum.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) Teknik yang 

digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-

sama sekaligus. Ketiga Teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisoner dan 

observasi.  

Adapun alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ladalah:  

a. Studi dokumen  

Studi dokumentasil yaitu mencari datal mengenai lhal-hal ataul variable yang berupal 

catatan, transkrip, buku, surat, lkabar, majalah, lprasasti, notulen lrapat, agenda, danl 

sebagainya.  

b. Pedoman wawancara  

Wawancara (interview) adalah dialog antara dua pihak di mana pihak yang disebut 

pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan kepada pihak yang disebut 

narasumber (interviewer) dengan tujuan mendapatkan data atau informasi. Wawancara 
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termasuk salah satu metode pengumpulan data (fact finding), yang lain adalah sampling, 

penelitian, observasi, kuesioner.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari  

Padal beberapa perusahaan, masih dijumpai perusahaan yang mengabaikan peraturanl 

tentang perlindunganl terhadap perempuanl yang bekerjal pada malaml hari sebagaimanal 

tidak memenuhil peraturan. Undang-Undangl Nomor 13l Tahun 2003l Tentang Ketenagal 

kerjaan lseperti:  

1. Tidakl menyediakan angkutanl antar jemputl bagi perempuanl yang bekerjal pada 

malaml hari. 

2. Menyalahil regulasi terkaitl dengan jaml lembur, danl  

3. Tidakl memenuhi kesejahteraanl makan karyawanl sebagaimana sudahl ditentukan 

jumlahl yang ideall pada regulasil yang lmengatur.  

Pada pasall 50 lUndang-Undang Nomor 13l Tahun 2003l Tentang Ketenagakerjaanl 

menyatakan bahwa hubunganl kerja terjadil karena adanyal perjanjian kerjal antara 

pengusahal dan lpekerja. Perjanjian kerjal dibuat secaral tertulis ataul lisan.  

Menurutl definisil tersebut, hubunganl kerja adalahl hubungan (hukuml) antara 

pengusahal dengan pekerjal (karyawan) berdasarkanl perjanjian lkerja. Dengan ldemikian, 

hubungan kerjal tersebut adalahl sesuatu yangl abstrak, sedangkanl perjanjian kerjal adalah 

sesuatul yang konkretl atau lnyata. Dengan adanyal perjanjian kerjal tersebut, maka akan 

muncul ikatanl tersendiri antara pengusahal dan lpekerja. Dengan kata llain, ikatan tersebut 

terjadi karenal adanya perjanjianl kerja inilahl yang merupakanl bentuk awal hubungan lkerja. 

Apabila perjanjianl kerja yangl dibuat olehl pihak-pihakl tersebut tidak memenuhil dua syaratl 

awal (perjanjianlkerja), yaitu tidakl ada kesepakatanl dan adal pihak yangl tidak bertindakl 

maka perjanjianl kerja dapatl dibatalkan. Sebaliknyal apabila perjanjianl kerja yang telah 

dibuatl oleh kedua pihak tidak memenuhil dua syaratl terakhir (perjanjianl kerja), yaitu ketika 

objekl (pekerjaannya) tidakl jelas danl causa-nyal tidak memenuhil ketentuan, makal 

perjanjiannya batall demi lhukum. 

1. Pekerjal / buruh perempuanl yang berumurl kurang daril 18 (delapanl belas) tahunl 

dilarang dipekerjakanl antara pukull 23.00l s.d. l07. l00.  
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2. Pengusahal dilarangl mempekerjakanl pekerja buruhl perempuanl hamill yang menurutl 

keteranganl dokterl berbahaya bagil kesehatanl danl keselamatan kandungannyal 

maupunl dirinyal apabila bekerjal antaral pukull 23.00l s.d. pukull 07. l00.  

3. Pengusahal yang mempekerjakanl pekerja buruhl perempuan antaral pukul l23.00 ls.d. 

pukul l07.00 lwajib:  

a) Memberikanl makanan danl minuman lbergizi; dan 

b) Menjagal kesusilaan danl keamanan selamal di tempatl kerja.  

c) Pengusahal wajib menyediakanl angkutan antarl jemput bagil pekerja buruhl 

perempuan yangl berangkat danl pulang bekerjal antara pukull 23.00l s.d. pukull 

05.00.  

d) Ketentuanl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (3) danl ayat (4) diaturl dengan 

Keputusanl Menteri. (Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2000) 

Dalaml Pasal 76l menjelaskan bahwal pekerja yanglv tidak memenuhil usia yangl 

ditentukan (kurangl dari 18l tahun) tidakl diperkenankan bekerjal sebelum ataul sesudah 

waktul yang ditentukanl dalam lundang–undang lini, dimana yangl dimaksudkan agarl 

keamanan daril pekerja wanital di malaml hari dijaminl dan dilindungil oleh lundang-undang. 

Pekerjal yang sedangl hamil punl diatur pulal dalam pasall ini, dimanal keterangannya tidakl 

berbeda denganl pasal 76l ayat (1), karnal mengingat kesehatanl kandungan daril pekerja, 

dimanal menurut penjelasanl ayat inil waktu tersebutl tidak disarankanl oleh dokterl karna 

membahayakanl bagi wanital hamil. Pekerjal yang bekerjal sebelum waktul yang ditentukanl 

harus mendapatkanl Fasilitas antarl dan ljemput, hal tersebut jelasl diatur dalaml pasal 76l 

ini. Dikarenakanl pada waktul tersebut beluml terdapat kendaraanl umum danl waktu 

tersebutl rawan terjadil kejahatan.  

Keseluruhanl dari pasall tersebut memuatl tentang keselamatanl kerja pekerja wanital 

di malaml hari yangl merupakan bagianl dari hakl pekerja. Kemudianl dalam lUndang-Undang 

Nomor 13l Tahun 2003l jugal menjelaskan kewajibanl daril lpekerja. Dimana terteral dalaml 

pasall 77 Undang-Undang Nomor 13l Tahun 2003l Tentang Ketenagakerjaan.  

Pasall 77:  

1) Setiapl pengusaha wajibl melaksanakan ketentuanl waktu lkerja.  

2) Waktul kerja sebagaimanal dimaksud padal ayat (1) lmeliputi:  
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a. 7l (tujuh) jaml 1 (satul) hari danl 40 (empatl puluh) jaml 1 (satul) minggu untukl 6 

(enaml) hari kerjal dalam 1l (satu) lminggu; atau  

b. 8l (delapan) jaml 1 (satul) hari danl 40 (empatl puluh) jaml 1 (satul) minggu untukl 5 

(limal) hari kerjal dalam 1l (satu) lminggu.  

3) Ketentuanl waktu kerjal sebagaimana dimaksudl pada ayatl (2) tidakl berlaku bagil sektor 

usahal atau pekerjaanl ltertentu.  

4) Ketentuanl mengenail waktul kerja padal sektorl usahal atau pekerjaanl tertentul 

sebagaimana dimaksudl pada ayatl (3) diaturl dengan Keputusanl Menteri.  

Dalaml pasall inil dijelaskan bahwa pengusahal atau majikanl wajib mengikutil aturan 

tentangl waktul kerjal dari lpekerja, baikl untukl pria maupun wanita. Pengusahal tidakl 

diperkenankan memperkerjakanl pekerjanya lewatl dari batasl waktu yangl telah lditentukan.  

Adal 3 dasarl kebijakan perlindunganl tenaga kerjal perempuan yangl dikategorikan 

sebagail berikut: 

1. lProtektif. Kebijakan perlindunganl ini diarahkanl pada perlindunganl fungsi reproduksil 

bagi tenagal kerja lperempuan, seperti pemberianl istirahat lhaid, cuti lmelahirkan, atau 

gugurl kandung.  

2. lKorektif. Kebijakan perlindunganl ini diarahkanl pada peningkatanl kedudukan tenagal 

kerja perempuanl seperti laranganl pemutusan kerjal bagi tenagal kerja perempuanl 

karena lmenikah, hamil ataul melahirkan. Selainl itu jugal menjamin tenagal kerja 

perempuanl ajar dilibatkanl dalam penyusunanl Peraturan Perusahaanl maupun 

Perjanjianl Kerja lBersama. 

3. lNon-diskriminasi. Kebijakan perlindunganl ini diarahkanl pada tidakl adanya perlakuanl 

yang bersifatl diskriminatf terhadapl tenaga kerjal perempuan dil tempat lkerja.  

Daril 3 teori diatas, yang menjadil landasan peruntukan perjanjianl kerja agarl memuat 

hall tersebut menjadi lebih baik. Prosesl perlindungan tentangl pekerja wanita yangl bekerja 

dil malam haril telah diatur lebihl jelas dalam Kep. Menteril Tenaga Kerjal dan Transmigrasil 

Republik Indonesia No. 224l Tahun 2003l Tentang Kewajibanl Pengusaha Yangl 

Memperkerjakan lPekerja/Buruh Perempuanl Antara Pukull 23.00l Sampai Denganl 07. l00. 

Dalam keputusanl tersebut telah menjelaskan cukup jelas tentang prosesl perlindungan 

tenagal kerja wanita pada malaml hari.  

Pasall 211l: 
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1) Pengusahal yangl mempekerjakanl pekerja/buruhl perempuanl antaral pukul l23.00 

sampail dengan l07.00 berkewajibanl luntuk:  

a. memberikanl makananl danl minuman lbergizi;  

b. menjagal kesusilaanl danl keamanan selamal dil tempatl kerja.  

2) Pengusahal wajibl menyediakanl angkutan antarl jemputl bagil pekerja/buruhl 

perempuanl yangl berangkat danl pulangl bekerjal antara pukull l23.00l sampai denganl 

l05.00.  

Pada kaitan yang ada di pasal 2 tersebut telah menyatakan bahwa pengusaha tempat 

hiburan malam wajib memberikan makanan dan minuman dengan gizi tinggi, kemudian 

menjaga keamanan dab kenyamanan yang ada di tempat kerja tersebut serta menyediakan 

transportasi berupa angkutan antar jemput bagil pekerja lsehingga keselamatan pekerjal 

wanita tetap lterjamin. Aturan yangl terdapat dalaml pasal 2l tersebut samal halnya dengan 

yang tertuang pada Pasall 76 Undang-Undang Nomor 13l Tahun 2003l Tentang 

ketenagakerjaan, yang mana keduanyal mengatur tentangl kepentingan danl keselamatan 

pekerjal wanita yang bekerja di malaml hari. (Asri Wijayanti, 2009) 

Hak terhadap pekerjaan telah dituang dalam Pasal 23 angka 1 sampai 4 di Universal 

Declaration of Human Rights (DUHAM). Berdasarkan pembagian HAM tersebut, sehingga 

pekerja perempuan sangat berkaitan dan berhubungan dengan HAM pegawai perempuan 

yang erat kaitannya dengan ekonomi, sosial, serta kebudayaan yakni hak berkenaan dengan 

pekerjaan. 22Dalam aturan perundangan tepatnya Pasal 38 lUndang-Undang Nomorl 39 

Tahunl 1999 berkenaan dengan HAMl dinyatakan bahwa tiap warga negara yang memiliki 

kemampuan dan memiliki hak atas pekerjannya dengan layak., tiap orang memiliki kebebasan 

untuk menetapka pekerjaan yang iasukai. Memiliki hal atas syarat pekerjaan yang adil. Setiap 

orang dapat menjalankan pekerjaan serupa, sebanding, setara, terlepas dari jenis kelamin 

mereka. (Aloysius Uwiyono, 2014) 

Setiap orang memiliki hak dalam memperlihatkan pekerjaan khususnya perampuann 

dengan perlindungan hukum guna diperoleh pekerjaan yang memiliki kelayakan terhadap 

keluarganya. Hal yang berkenaan dengan HAM tertera dalam aturan perundangan Undang-

Undang 1945 tepatnya pasal 28 yang dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dalam 

mempertahankan kehidupannya dan disebutkan pula: 1) tiap orang memiliki hak dalam 

memperoleh haminan, lindungan, serta kepastian hukum dengan adil dan memiliki kesamaan 
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dihadapan hokum. 2) tiap orang memiliki hak dalam melaksanakan pekerjaan dengan adil. 

Dalam pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 artinya: 1) tiap orang memiliki hak dalam 

melindungi diri, serta memiliki hak untuk memiliki perasaan aman serta memperoleh 

perlindungan dari berbagai bentuk ancaman untuk menjalankan suatu hal. 2) setiap orang 

memiliki hak terbebas dari segala bentuk penyiksaan atau perilaku direndahkan derajatnya 

serta diperoleh suaka yang berasal dari negara lain. (Buhanuddin salam, 1997) 

 

Upaya Hukum Terhadap Pekerja Wanita Pada Malam Hari Yang Tidak Memperoleh Haknya 

Sebagai pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, maka mereka berhak 

mendapatkan haknya sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada 

karyawannya. Hal-hal tersebut yang telah dikemukakan diatas lah yang bisa dijadikan sebagai 

dasar hukum tentang hak untuk pekerja wanital yang bekerjal pada malaml hari pukull 11 

malam sampai denganl pukul 7 pagi. Ini menjadi penting bagi pekerja khususnya para 

perempuan untuk mengetahui hal tersebut supaya haknya menjadi terpenuhi sesuai dengan 

apa yang telah diatur dalam perundang-undangan, karena pekerja merupakan bentuk atau 

aset yang sangat berharga dan harus dijaga keamanan serta kesejahteraannya di suatu 

perusahaan tempat dimana mereka bekerja.  

Selain itu, perlu diketahui juga sanksi daripada melanggar ketentuan Pasal 76 UU 

ketenagakerjaan tersebut, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 

12 (dua belas) bulan dan/atau dengan denda paling sedikit Rp.10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah), hal tersebut termuat pada 

Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka dari itu perusahaan juga perlu lebih 

berhati-hati agar tidak ada kerugian yang dapat diterima di masa depan.  

 

KESIMPULAN 

Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dewasa ini 

masih saja terdapat pelanggaran oleh perusahaan. Hal ini disebabkan masih ada 

perusahaanperusahaan, yang mempekerjakan tenaga. kerja wanita denganl waktu kerjal yang 

melebihil waktu yangl ditentukan olehl undang-undangl dan tidak menghiraukan aturanl yang 

berlakul tentang perlindungan terhadapl tenaga kerja perempuan yangl bekerja pada malaml 

hari. Sehinggal perlindungan terhadapl perempuan yangl bekerja dil malam haril dapat 
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dimaksimalkanl dan sesuail dengan prosedurl yang diaturl dalam peraturanl yang lberlaku. 

Perlindungan hukuml bagi tenagal kerja perempuanl di Indonesial belum cukupl memadai. 

(Situmorang, 1994) 

Karena masih terdapatl hak-hakl tenaga kerjal perempuan dil Undang-Undangl Nomor 

13 Tahunl 2003, yangl apabila dilanggarl oleh pengusahal belum adal ketentuan lsanksinya. 

Maka sudahl seharusnya terdapat peraturanl daerah yangl mengatur secaral jelas tentangl 

perlindungan HAMl terhadap tenagal kerja perempuanl yang bekerjal pada malam lhari. 

Apabila hall ini ldilakukan, dimungkin-kanl kelemahan yangl ada dalaml undang-undangl 

dapat ltertutup. Pengawasan lperlindungan hukum ltenaga kerja (lwanita), untuk mengawasil 

penerapan berlakunyal undangundang yang terkaitl dengan ketenagal kerjaan kepadal tenaga 

kerjal maupun perusahaanl yang dilakukanl oleh pegawail negeri sipill (Kementerian 

Ketenagakerjaanl dan Transmigrasil Daerah/Pusatl yang menerimal surat ltugas), mencakup 

hakl dan kewajibanl perusahaan maupunl tenaga lkerja.  

Prinsipl pengawasan ada pada bidangl ketenagakerjaan, layananl publik, lakuntabilitas, 

efisiensi danl efektivitas, luniversal, proporsionalitas, bagil tenaga pengawasl 

ketenagakerjaan lberkewajiban.dan tidakl menyalahgunakan lkewenangannya, memegang 

segala kerahasiaanl profesionalitas lintegritas, kemandirian danl imparsialitas, 

ldan..berkewenanggan lmenyelidiki, memberi perintahl kepada penyidikl untuk 

ditindaklanjutil dan tetapl melakukan koordinasil kepada lpimpinan/kepada kantorl yang 

bersangkutan. (Sendjun H. Manulang, 2010) 

 

SARAN 

Ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh penulis terhadapl perlindungan 

tenagal kerja wanital khususnya pada pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di tempat 

hiburan malam karaoke X yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada pemilik perusahaan karaoke, penulis menyarankan agar lebih memperhatikan 

keselamatan dan kesejahteraan pekerja wanita yang bekerja malam hari di karaoke 

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Kepada pemilik perusahaan karaoke agar tidak mengindahkan segala jenis hak yang 

menjadi milik pekerja malam seperti fasilitas yang diperoleh pekerja wanita yang bekerja 

sebagai pemandu lagu missal menyediakan transportasi antar jemput 
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3. Kepada pemerintah agar lebih tegas dalam memberikan pengawasan kepada penyedia 

tempat karaoke dan memperhatikan segala jenis penyelenggaraan karaoke. 
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